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ABSTRAK

Peningkatan Hak Atas Tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik Atas
Tanah sering terjadi di Indonesia, di Kota Palembang dalam kurun waktu 2017-2019
tercatat ada 4802 masyarakat yang telah melakukan peningkatan Hak Atas Tanah dan
Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik Atas Tanah, maka dari itu penulis tertarik
untuk mengangkat skripsi yang berjudul Implementasi Peningkatan Hak Guna
Bangunan Menjadi Hak Milik Atas Tanah di Kota Palembang, skripsi ini
bertujuan untuk melihat dan meneliti implementasi peningkatan Hak Guna Bangunan
menjadi Hak Milik Atas Tanah di Kota Palembang dan untuk mengetahui apa yang
menjadi hambatan dalam peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik Atas
Tanah. Jenis skripsi ini adalah yuridis empiris, sumber bahan hukum yang diambil
ialah primer, sekunder, dan tersier dengan sumber, teknik pengumpulan data yakni
wawancara dan kuisioner, dianalisis secara kualitatif dengan teknik penarikan
kesimpulan secara induktif. Dari apa yang telah diteliti oleh penulis maka
implementasi peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik Atas Tanah di
Kota Palembang telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan naik atau
turunnya jumlah masyarakat yang mengajukan peningkatan dipengaruhi oleh
banyaknya perumahan yang sedang dibangun di Kota Palembang sedangkan untuk
hambatan dalam peningkatan ini sendiri dapat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya,
ckonomi, politik, dan hambatannya sendiri dapat dibagi menjadi dua yaitu hambatan
internal dan hambatan eksternal. Hambatan Internal itu sendiri bersumber dari Badan
Pertanahan Nasional Kota Palembang maupun dari masyarakat yang mengajukan
Peningkatan Hak Atas Tanah dan hambatan eksternal bersumber dari luar Badan
Pertanahan Nasional Kota Palembang dan masyarakat yang mengajukan.

Kata Kunci : Implementasi, Hak Guna Bangunan, Hak Milik Atas Tanah
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan hal yang sangat vital di kehidupan bermasyarakat saat ini
dan kebutuhan akan tanah akan semakin meningkat seiring berjalannya waktu dan
bertambahnya populasi manusia, sehingga untuk setiap orang yang memiliki hak atas
tanah tersebut memerlukan kepastian hukum atas tanah tersebut. Dapat diketahui
bahwa proses timbulnya hak atas tanah terjadi secara evolusi yang ditandai dengan
keeratan hubungan manusia dalam menggunakan tanah secara terus menerus dalam

kurun waktu tertentu.

Menurut J. B. A. F. Mayor Polak yang dikutip oleh R. Soeprapto yang dikutip
lagi oleh Mohammad Hatta hubungan antara manusia dengan tanah sepanjang sejarah
kehidupan manusia dapat dibedakan dalam tiga tahap yaitu, tahap pertama disaat
manusia masih hidup mengembara dari satu tempat ketempat lain, tahap kedua saat
manusia mulai mengenal bercocok tanam, dan tahap ketiga manusia sudah

menggunakan ternak untuk membantu usaha pertanian.!

Saat ini hak atas tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Kepastian hukum akan

! H. Mohammad Hatta, 2005, Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan. cet. 1,
Yogyakarta, Media Abadi, him. 11.



objek hak atas tanah adalah meliputi kepastian mengenai bidang teknis yang meliputi
aspek fisik, yaitu kepastian mengenai tata letak, luas, dan batas-batas tanah yang

bersangkutan.?

Hak Atas Tanah apa pun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan
bahwa tanahnya itu digunakan atau tidak digunakan semata-mata untuk kepentingan
pribadinya. Kepentingan perseorangan tidak akan terdesak sama sekali oleh
kepentingan umum (masyarakat). Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya
disingkat UUPA) memperhatikan kepentingan perseorangan. Kepentingan
masyarakat dan perseorangan harus berimbang sehingga dapat mencapai tujuan
pokok, yakni kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan bagi rakyat. Tanah diwajibkan
terpelihara bukan oleh pemegang haknya saja melainkan menjadi beban bagi setiap

orang, badan hukum, atau instansi yang memiliki hubungan dengan tanah itu.®

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 6 UUPA ditentukan bahwa: “Semua hak
atas tanah mempunyai fungsi sosial.” Maka fungsi sosial atau kepentingan umum itu

sendiri seyogyanya berada diatas kepentingan individu atau pribadi.

Indonesia mengenal asas hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat
mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Asas ini sesuai dengan ketentuan dari Pasal 20
(1) UUPA yang menyatakan bahwa: “Hanya warga negara Indonesia dapat

mempunyai hak milik.” Asas ini menegaskan bahwa hanya WNI yang berkedudukan

2 Adrian Sutedi, 2012, Sertifikat Hak Atas Tanah, cet. 2, Jakarta, Sinar Grafika, him. 7.
3 Urip Santoso, 2015, Perolehan Hak Atas Tanah, cet. 1, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 8-9.



sebagai subjek Hak Milik. Warga Negara Asing (WNA) atau orang asing yang
berkedudukan di Indonesia tidak dapat mempunyai tanah yang berstatus Hak Milik,
hal ini terdapat dalam Pasal 21 (4) UUPA yang menyatakan bahwa: “Selama
seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan
asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku
ketentuan dalam ayat (3) pasal ini.” Sehingga WNA hanya dapat mempunyai tanah
yang berstatus Hak Pakai dan Hak Sewa Untuk Bangunan dengan jangka waktu yang
terbatas. Pemindahan Hak Milik kepada orang asing dilarang dengan ancaman batal
demi hukum, hal ini diatur dalam Pasal 21 (3) UUPA yang ditentukan bahwa: “Orang
asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena
pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula
warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-
undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam
jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya
kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak
dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara,
dengan Kketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap

berlangsung.”*

Untuk memperoleh hak atas tanah biasanya dilakukan dengan peralihan hak,

yakni melalui jual-beli. Menurut pendapat Boedi Harsono yang dikutip oleh Baiq

* 1bid, him. 9.



Henni, “Dalam Hukum Adat perbuatan pemindahan hak (jual-beli, hibah, tukar
menukar) merupakan perbuatan hukum yang bersifat tunai”’. Kegiatan jual-beli
dalam hukum tanah tergolong perjanjian dan dilakukan oleh kedua belah pihak.® Hak-

hak yang melekat di atas tanah sesuai dengan Pasal 16 UUPA ialah :

a. Hak Milik Atas Tanah
b. Hak Guna Usaha

c. Hak Guna Bangunan
d. Hak Pakai

e. Hak Sewa Bangunan

f.  Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UUPA “Hak Guna Bangunan adalah
hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan
miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.” Dari masa berlaku
tersebut HGB dapat diperpanjang masa berlakunya seperti yang tertuang dalam Pasal
35 ayat (2) UUPA yang berbunyi “Atas permintaan pemegang hak dan dengan
mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut
dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.” Dari masa
berlaku tersebut maka HGB dapat berakhir dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun

dan dapat diperpanjang dengan ketentuan maksimal 20 (dua puluh) tahun.

> Baiq Henni Paramita Rosandi, 2016, “Akibat Hukum Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Belum
Didaftarkan”, Jurnal 1US, Vol. IV, No. 3, him. 424-435.



Mengutip dari pendapat Rudyanto, Hak Guna Bangunan merupakan hak
untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya
sendiri dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.® Hak ini
berbeda dengan Hak Sewa atas bangunan yang mana Hak Sewa adalah Hak Pakai
yang memiliki sifat khusus sehingga disebutkan sendiri dalam UUPA. Alas dari Hak
Sewa ialah dimana ada suatu perjanjian sewa tanah untuk mendirikan suatu bangunan

di atas hak seseorang.’

Adapun Hak Atas Tanah yang memiliki kedudukan yang paling tinggi
diantara hak atas tanah yang lain yaitu Hak Milik, definisi sifat Hak Milik dituangkan
dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA yaitu : “Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat,
dan terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan
Pasal 6”.8 Pasal 6 UUPA sendiri menyatakan bahwa: “Setiap Hak Atas Tanah

mempunyai fungsi sosial.”

Dari apa yang didapat dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA terdapat sebuah ciri
pada Hak Milik atas tanah yang membedakan dengan Hak Atas Tanah yang lain.
Turun-temurun yang dimaksud dalam hal ini ialah Hak Milik atas tanah dapat terus
berlangsung selama pemiliknya masih hidup dan apabila pemiliknya sudah

meninggal dunia maka dapat diteruskan oleh ahli warisnya sepanjang ahli warisnya

® Rudyanto, 2017, “Tinjauan Yuridis Terhadap Hilangnya Hak Guna Bangunan Karena
Ditelantarkan Oleh Pemiliknya.”, Jurnal Universitas Utara, him. 11.

7 A. P. Parlindungan, 2011, Tanya Jawab Hukum Agraria & Pertanahan, cet. 4, Bandung, CV.
Mandar Maju, him. 37.

8 Urip Santoso, 2015, Perolehan Hak Atas Tanah, cet. 1, Jakarta, Prenadamedia Group, him. 37-
38.



memenuhi syarat sebagai subjek hukum. Terkuat yang dimaksud ialah induk dari
hak-hak atas tanah lainnya karena tidak mempunyai batas waktu, dapat
dipertahankan, dan tidak mudah dihapus. Terpenuh yang berarti pemilik memiliki

kekuasaan penuh dalam hal penggunaan tanahnya.®

Berdasarkan sifat Hak Milik tersebut di atas maka Hak Guna Bangunan yang
selama ini banyak dimiliki masyarakat karena masa berlakunya terbatas maka harus
ditingkatkan menjadi Hak Milik. Apabila masa berlaku Hak Guna Bangunan tersebut
sudah habis dan tidak diperpanjang maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan
dan Hak Pakai Atas Tanah Pasal 36 dan Pasal 37 tentang hapusnya Hak Guna
Bangunan yang berakhir masa berlakunya yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 36
(1) menentukan: “Hapusnya Hak Guna Bangunan atas tanah Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara.”
Selanjutnya, Pasal 37 menentukan: “Apabila Hak Guna Bangunan atas tanah Negara
hapus dan tidak diperpanjang atau tidak diperbaharui, maka bekas pemegang Hak
Guna Bangunan wajib membongkar bangunan dan benda-benda yang ada di atasnhya
dan menyerahkan tanahnya kepada Negara dalam keadaan kosong selambat-

lambatnya dalam waktu satu tahun sejak hapusnya Hak Guna Bangunan.”

% Melita Ma’dika Ambarura, 2015, “Pelaksanaan Peralihan dan Pendaftaran Peralihan Hak
Milik Atas Tanah (Jual Beli) Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Toraja
Utara”, Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, him. 4-5.



Meskipun demikian, dalam Peraturan Perundang-undangan telah disediakan
dua cara yang memungkinkan pemegang Hak Guna Bangunan yang jangka waktunya
berakhir tetap menjadi pemegang Hak Atas Tanah tersebut, yaitu melalui
Perpanjangan Hak dan Pembaharuan Hak. Cara mengajukan permohonan
peningkatan status tanah dari Hak Guna Bangunan yang sudah habis masa berlakunya
menjadi Hak Milik adalah dengan mengajukan kembali Hak Guna Banguna yang
telah berakhir masa berlakunya melalui Perpanjangan Hak atau Pembaharuan Hak.°
Maka dari itu hal ini mengharuskan Hak Guna Bangunan wajib untuk ditingkatkan
menjadi Hak Milik. Berikut ini adalah jumlah masyarakat yang meningkatkan Hak
Guna Bangunan menjadi Hak Milik Atas Tanah di Kota Palembang dalam kurun

waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2017-2019).

Jumlah Peningkatan HGB menjadi Hak
No. Tahun
Milik
1 2017 1321
2 2018 1257
3 2019 2224

Tabel 1.1 Data Peningkatan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Atas

Sumber: Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang

10 Werdi Haswari Pusppitoningrum, 2018, “Peningkatan Hak Guna Bangunan Yang Habis Masa
Berlakunya Menjadi Hak Milik Atas Tanah.”, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol. 2, No. 2, him.
276.



Dari jumlah data tabel diatas maka penulis mengambil sebanyak 9 (Sembilan)
sampel, yang terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan di Kota Palembang, 3 (tiga)
kecamatan itu adalah alang-alang lebar, jakabaring, dan sako yang mana ketiga
kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang memiliki persentase tinggi dalam

peningkatan Hak Guna Bangunan ke Hak Milik dalam tiga tahun terakhir.

Pada penelitian kali ini penulis akan berfokus pada peningkatan hak dari Hak
Guna Bangunan menjadi Hak Milik yang terjadi di Kota Palembang. Adapun alasan
utama penulis memilih lokasi penelitian di Kota Palembang dikarenakan penulis yang
bertempat tinggal di Kota Palembang serta melihat kondisi Kota Palmbang yang
tengah berkembang sehingga banyaknya pembangunan berupa perumahan rakyat.
Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul
“Implementasi Peningkatan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Atas

Tanah Di Kota Palembang”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari uraian diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik
atas tanah di kota Palembang?
2. Apa hambatan yang terjadi di lapangan dalam peningkatan Hak Guna Bangunan

menjadi Hak Milik atas tanah di kota Palembang?



C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak
Milik atas tanah di kota Palembang
2. Untuk mengetahui yang menjadi hambatan di lapangan dalam peningkatan Hak

Guna Bangunan menjadi Hak Milik atas tanah di kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian tentu dilakukan untuk memberikan manfaat bagi penulis

maupun untuk pihak terkait, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil daripada penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan ilmu
pengetahuan bagi kalangan pembaca tentang bagaimana implementasi peningkatan

hak atas tanah serta apa yang menjadi faktor penghambatnya di lapangan.

2. Manfaat Praktis

a) Hasil dari penelitian diharapkan akan menjadi sarana bagi penulis dalam
memberikan sumbangsih kepada masyarakat yang membutuhkannya berupa hasil
penelitian mengenai peningkatan dan hambatan yang ditimbulkan oleh peralihan

hak atas tanah



b) Bagi rekan-rekan mahasiswa, diharapkan dapat membantu dan memberi
pengetahuan mengenai penyelesaian masalah yang berkaitan dengan peralihan

hak atas tanah.

E. Ruang Lingkup

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai skripsi
serta untuk menghindari agar pembahasannya tidak menyimpang dari masalah pokok,
maka diberikan batasan dengan menunjukkan ruang lingkup yang berkaitan dengan
judul; maka penulis mengkhususkan pada ruang lingkup penelitian terutama
difokuskan pada peningkatan hak guna bangunan menjadi hak milik atas tanah serta

hambatan yang akan ditimbulkannya.

F.  Kerangka Teori

1. Teori Hak Penguasaan Atas Tanah

Pengertian “penguasaan” dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti
yuridis. Dalam hal ini pengertian dalam arti yuridis ialah dimana penguasaan itu
dilandasi oleh hak, yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi
kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki,
misalnya pemilik tanah menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang

dihaki, tidak diserahkan kepada pihak lain. Penguasaan yuridis memberi kewenangan
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untuk menguasai tanah secara fisik kepada pemegang hak, tetapi pada kenyataanya

penguasaan fisik dilakukan oleh pihak lain.*

Penguasaan yuridis dan fisik atas tanah ini dipakai dalam aspek privat,
sedangkan penguasaan yuridis yang beraspek publik, yaitu penguasaan atas tanah
sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

dan Pasal 2 UUPA yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*2

Peralihan hak atas tanah dapat melalui dua cara, yaitu dengan cara beralih dan
dialinkan. Pertama, beralih yaitu berarti hak atas tanah tersebut tanpa melalui suatu
perbuatan hukum tertentu, yang berarti hak atas tanah tersebut beralih dengan
sendirinya sebagai contoh pewarisan. Peralihan hak atas tanah dalam kepada ahli
waris diatur dalam hukum waris dan dalam hukum waris ada dua yaitu, hukum waris
agama dan hukum waris adat, dan tergantung hukum waris yang mana akan dipakai
oleh yang bersangkutan. Peralihan hak waris terjadi apabila si pewaris meninggal
dunia, dengan meninggalnya si pewaris maka secara hukum hak waris tersebut secara
sendirinya beralih kepada ahli warisnya. Kedua, peralihan atau pemindahan hak yang
berarti dalam hal ini berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum yang
dilakukan secara sengaja oleh si pemilik hak kepada pihak lain. Bentuk daripada

pemindahan hak antara lain adalah: jual beli, tukar menukar, hibah, pemberian

11 Urip Santoso, 2014, Hukum Agraria: Kajian Komprehensif, cet. 4, Jakarta, Kencana, him.
74-75.

12 Eko Yulinggar Purnama, 2015, “Peralihan Hak Atas Tanah Akibat Tanah Terlantar (Studi
Kasus Terhadap Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10/PTT-
HGU/BPN RI/2012)”, Jurnal JOM, Vol. 1, No. 1, him. 4.
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menurut adat, pemasukan dalam perusahaan atau inbreng, dan hibah wasiat atau

legaat.™®
2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal keadaan yang pasti, ketentuan, atau ketetapan.
Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Sebagai pedoman kelakuan dan karena
kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Karena bersifat adil
dan dilaksanakan dengan pasti maka dengan itulah hukum dapat menjalankan

fungsinya.*

Kepastian hukum secara historis muncul sejak adanya gagasan pemisahan
kekuasaan yang dinyatakan oleh Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisahaan
kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang itu ditangan pembentuk undang-
undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarakan isi undang-
undang saja. Kepastian hukum tidak hanya mempersoalkan hubungan hukum antara
negara dan warga negara saja, karena esensi dari kepastian hukum adalah masalah
perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan. Pada prinsipnya memberikan

perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang-

13 H. M. Arba, 2015, Hukum Agraria Indonesia, Cet. 1, Jakarta, Sinar Grafika, him. 145-146.
14 Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum,
Yogyakarta, Laksbang Pressindo, him. 59.
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wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk

menjalankannya.®
3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Soerjono Soekamto, perlindungan hukum adalah segala upaya
pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi
dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari
perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui

pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap
subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun
yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum
merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu bahwa hukum dapat
memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.’
Apabila teori ini dikaitkan dengan Hak Atas Tanah, maka seseorang yang telah
memiliki Pengakuan atas tanah tersebut wajib diberikan perlindungan hukum

terhadap haknya tersebut agar terwujudlah rasa aman, keadilan, ketertiban, kepastian,

15| Nyoman Putu Budiartha, 2016, Hukum Outsourcing Konsep Alih Daya, Bentuk
Perlindungan, dan Kepastian Hukum, Malang, Setara Press, him. 34-35.

18Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Ui Press, him. 133.

71 Gusti Agung Oka Diatmika, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan
Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik ”, Jurnal Ilmiah Prodi
Magister Kenotariatan, Vol. 2 No. 1, him. 150.
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kemanfaatan dan kedamaian oleh si pemilik karena tanah tersebut adalah tanah yang

telah diakui oleh negara

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode
yang bersifat empiris, metode penelitian hukum empiris adalah metode yang meneliti
hukum dari perspektif eksternal dengan objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku
sosial terhadap hukum.'® Adapun alasan penulis untuk menggunakan jenis penelitian
ini adalah untuk menemukan fenomena hukum yang terjadi di Kantor BPN Kota
Palembang dengan mengkaji implementasi peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi

Hak Milik atas di kota Palembang.
2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada skripsi kali ini adalah pendekatan
perundang-undangan, antropologi (anthropological approach), dan sosiologi
(sociological approach). Dalam hal ini, yang dimaksud metode pendekatan
perundang-undangan yakni pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.

Peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-

18 | Made Pasek Diantha, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori
Hukum, cet. 1, Jakarta, Prenadamedia Group, him. 12.
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undangan.'® Pendekatan antropologi (anthropological approach) dipergunakan
sebagai suatu hal untuk kepentingan kemanusiaan yang lebih luas. Studi antropologi
selain untuk kepentingan pengembangan ilmu itu sendiri, di negara-negara yang
masuk dalam kategori Negara ketiga (Negara berkembang) sangat urgen sebagai
“pisau analisis” untuk pengambilan kebijakan (policy) dalam rangka pembangunan
dan pengembangan masyarakat. Secara esensial pendekatan sosiologi (sociological
approach) adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia dalam hidup di tengah-
tengah masyarakat. Unsur utama dalam sosiologi adalah interaksi, masyarakat, proses
dan kehidupan manusia.?® Dalam penelitian ini penulis juga akan menggunakan
metode pendekatan kasus dimana peneliti perlu memahami kasus  dengan
memerhatikan fakta materil. Untuk dapat memahami fakta materil perlu diperhatikan

tingkat abstraksi rumusan fakta yang diajukan.?!
3. Jenis dan Sumber Data
Sumber Data yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer, adalah data yang didapat langsung dari badan hukum/instansi
negara yang berwenang sebagai pemberi informasi mengenai permasalahan yang

terkait dengan konteks yang akan penulis buat.

19 peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum, cet. 9, Jakarta, Prenadamedia Group, him.
136-137.

20 Tabrani ZA, 2014, “Islamic Studies Dalam Pendekatan Multidisipliner”, Jurnal llmiah
Peuradeun Vol. Il, No. 02, him. 219-222,

21 |bid, him. 158-159.
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1)

2)

3)

Data Sekunder, diperoleh dari melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder dari
penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas:
norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar
1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996
Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, dan
Hukum adat.

Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan
terhadap bahan primer, contoh : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hasil-
hasil Penelitian, dan hasil karya pakar hukum.

Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk dan
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh : kamus,

ensiklopedia, dan indeks kumulatif.??
Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan melalui dua cara, yakni melalui

penelitian lapangan (field research) dan penelitian pustaka (library research)

a.

Penelitian Lapangan (field research)

22 7ainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar grafika, him. 23.
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Data yang didapat di lapangan diperlukan sebagai data penunjang dalam penelitian
ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara terbuka dan
terstruktur yang dilakukan dengan pejabat BPN Kota Palembang tepatnya pada
bagian Kasubsi Pemeliharaan data hak tanah dan pembinaan PPAT dan juga penulis
menggunakan metode kuisioner terbuka yang akan dibagikan kepada masyarakat
yang telah melakukan proses peningkatan hak atas tanah, tepatnya pada kecamatan

Alang-Alang Lebar, Jakabaring, dan Sako Kota Palembang.
b. Penelitian Pustaka (library research)

Data Kepustakaan, yakni data yang didapat melalui penelitian kepustakaan yang

bersumber dari Undang-undang, buku-buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian®
5. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang sesuai dengan rumusan masalah
diatas, penulis akan melakukan penelitian dan pengambilan data di Kantor Badan
Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang, selaku instansi negara yang
konsentrasinya sesuai dengan permasalahan mengenai peralihan hak atas tanah serta

lokasi yang mudah dijangkau oleh penulis.

23 1bid. him. 107.
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6. Teknik Pengambilan Sampel

Pada penelitian kali ini teknik pengambilan sampel yang digunakan penulis adalah
Purposive sampling yang mana merupakan salah satu teknik sampling non random
sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan
ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat
menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan penjelasan purposive sampling
tersebut, ada dua hal yang sangat penting dalam menggunakan teknik sampling
tersebut, yaitu non random sampling dan menetapkan ciri khusus sesuai tujuan
penelitian oleh peneliti itu sendiri.?* Dan penulis mengambil sampel di Kantor
Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Palembang.
Sebagai responden penulis akan mewawancarai salah satu Pejabat Kantor Agraria
Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Palembang dan
sebagai responden penulis akan melakukan wawancara melalui kuisioner kepada tiga
orang masyarakat yang telah meningkatkan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik

Atas Tanah di Kota Palembang.
7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

kualitatif, yaitu data yang diperoleh merupakan kumpulan dari proses analisis yang

24 Anwar Hidayat, 2017, Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail,
https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html,  diakses  pada
tanggal 18 November 2019 pada pukul 22.23 Wib.
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dilakukan dengan menelaah seluruh data yang didapatkan dari berbagai sumber

seperti wawancara dan observasi.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan teknik penalaran
secara induktif, yaitu dengan cara menjelaskan segala hal secara terperinci dan
kemudian dilanjutkan dengan penyajian data atau fakta yang bersifat umum sebagai

inti dari permasalah
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